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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 

1.1. Latar Belakang 

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan salah satu 

bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan 

selama satu tahun anggaran, kesemuanya harus terrangkum dalam 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN), selain sebagai bahan 

evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal 

tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-

langkah pada tahun berikutnya. 

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki 

merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijakan sehingga dapat 

ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan. 

Kebijakan-kebijakan yang disusun diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur. 

Hal ini selaras dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, 

memberikan kewenangan kepada daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 

untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan 

Dinas Teknis yang menjadi salah satu satuan kerja sektor pelayanan 

kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu 

pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Uraian 



Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIN) 222000111999   

 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG   
I-2 

  

Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung. Untuk menciptakan good governance diperlukan 

prinsip-prinsip partisipasi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, 

akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta 

profesionalisme. Kemudian prinsip prinsip tersebut dituangkan kembali 

secara tersirat dalam visi, misi dan program untuk membangun sarana-

prasarana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.  

Penyusunan LAKIN pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang ini merupakan kegiatan rutin tahunan dan diharapkan melalui 

laporan ini dapat memberi gambaran pertanggungjawaban kepada 

masyarakat terhadap program-progam yang telah dilaksanakan dan 

menjadi evaluasi kinerja pada tahun berikutnya. 

 

1.2.  Dasar Hukum 

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Dinas Pekerjaan umum 

dan Penataan Ruang Tahun 2018 berpedoman pada: 

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme; 

2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Keuangan Negara  

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara  

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah  
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7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  

8. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan 

Keuangan dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom  

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 

tentang Dana Perimbangan  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah  

15. Peraturan Daerah  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung Nomor  

18 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung   

 

1.3. Gambaran Umum Organisasi 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang  

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur 

Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja  Dinas Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
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mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang 

Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dan Bidang Pertanahan yang 

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan 

kepada Provinsi. Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang dapat dilihat pada bagan I berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIN) 222000111999   

 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG   
I-5 

  

Bagan I. 

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
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1.4. Tugas dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 

Nomor 59 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja  Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 Seri 

D), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  mempunyai tugas pokok 

melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum Dan 

Penataan Ruang dan Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan 

daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi. Dalam 

menyelenggarakan tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

juga mempunyai fungsi: 

a. penyelenggaraan  perumusan  kebijakan teknis di bidang 

pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan 

yang menjadi kewenangan Provinsi; 

b. penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan 

penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi 

kewenangan Provinsi; 

c. penyelenggaran administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang; 

d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang; dan 

e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

 

1.5.   Sumber Daya Manusia 

Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 sebanyak 163 orang. Rincian 

pegawai terdiri dari 22 atau 11,04% berpendidikan Master/S2; 81 orang atau 

49,69% berpendidikan sarjana/S1; 27 orang atau 16,56% berpendidikan Sarjana 

muda/D3; 36 orang atau 22,09% berpendidikan SLTA; 1 orang atau 0,61% 

berpendidikan SLTP. Rincian pegawai dinas pekerjaan umum dan penataan ruang 

dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 1  

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan 

RINCIAN JML PNS 
LAKI-LAKI 

PEREMPUAN 

SLTP 

SLTA 

DIII 

SI/DIV 

S2 

S3 

1 

36 

27 

81 

22 

0 

- 

27 

19 

57 

17 

- 

1 

9 

8 

24 

1 

0 

Jumlah 163 120 43 

 

 

Gambar 1 

Berdasarkan Pendidikan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2  

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat atau golongan 

RINCIAN JML PNS 
LAKI-LAKI 

PEREMPUAN 

Gol. IV 

Gol. III 

Gol.II 

Gol. I 

7 

114 

41 

1 

6 

81 

32 

- 

1 

33 

9 

1 

Jumlah 163 119 44 
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Gambar 2  

Berdasarkan Golongan 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3  

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan 

RINCIAN JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN 

Eselon II 

Eselon III 

Eselon IV 

JFU 

JFT 

CPNS 

CPNS (JFT) 

1 

6 

16 

115 

8 

11 

6 

1 

5 

12 

82 

6 

8 

5 

0 

1 

4 

33 

2 

3 

1 

Jumlah 163 119 44 

 

Gambar 3  

Berdasarkan Jenis Jabatan 
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1.6. Asset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Asset yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang berupa Tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, 

jalan dan jembatan, bangunan air (irigasi) dan asset lainnya. 

 

1.7. Sumber Pendanaan 

Pada tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

mendapat alokasi dana sebesar Rp. 333.205.953.703,00 yang 

bersumber dari APBD meliputi belanja Tidak Langsung Rp. 

20.618.840.703,00 dan Belanja Langsung Rp. 312.587.113.000,00 

yang digunakan untuk pelaksanaan 6 (enam) program sebagaimana 

tertuang dalam Tebel berikut:  

 

Tabel 4 

Pagu Anggaran Tahun 2019 

No Program Belanja Tidak 
Langsung 

Belanja Langsung Total 

1 Pelayanan 
Administrasi 
perkantoran 

- Rp. 11.473.184.300,00 Rp. 11.473.184.300,00 

2 Kebinamargaan - Rp. 277.332.478.300,00 Rp. 277.332.478.300,00 

3 Pengembangan 
SDA 

- Rp. 20.545.231.200,00 Rp. 20.545.231.200,00 

4 Penataan Ruang 
dan Pertanahan 

- Rp. 1.005.920.000,00 Rp. 1.005.920.000,00 

5 Pembinaan Jasa 
Konstruksi 

- Rp. 895.271.200,00 Rp. 895.271.200,00 

6 Pengawasan dan 
Peralatan PUPR 

- Rp. 1.335.028.000,00 Rp. 1.335.028.000,00 

Jumlah Rp. 20.618.840.703,00 Rp. 312.587.113.000,00 Rp. 312.587.113.000,00 

 
 

1.8.   Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIN 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 

2019, disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan 

tuntutan kepada semua Instansi – Instansi Pemerintah sebagai bahan 

Integral dan Sistem Akuntabilitas Kinerja untuk diterangkan dalam suatu 

sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri 
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Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan 

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerintah. 

Esensi dan Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah 

perwujudan dari Implementasi sistem pengendalian manajemen sektor 

Aparatur dan Publik di bidang Sekretariat, Bina Marga, Sumber Daya Air, 

Penataan Ruang dan Pertanahan,  dan Jasa Konstruksi. Sistem 

pengendalian ini merupakan Infrastruktur bagi manajemen pemerintah 

untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan Strategis Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang dapat terpenuhi melalui Implementasi 

strategi pencapaian program dan kegiatan yang selaras. 

Atas dasar tersebut, siklus SAKIP diawali dengan Penyusunan 

Rencana Strategis (Renstra) yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan 

serta sasaran strategis secara selaras setiap tahunnya ditetapkan 

program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi, 

misi dan tujuan serta strategis tersebut. 

Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk 

menilai sejauh mana capaian kinerja pelaksanaan program atau kegiatan. 

Capaian kinerja yang diperoleh itu dikomunikasikan kepada Stakeholder 

dalam wujud laporan kinerja instansi pemerintah. 

Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian 

laporan kinerja instansi pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang tahun 2019 adalah sebagai berikut : 

1. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, 

menjadikan  laporan kinerja  2019 sebagai sarana 

pertanggungjawaban OPD atas pencapaian kinerja yang dilaporkan 

dan menunjuk sejauh mana visi, misi dan tujuan serta sasaran 

strategis telah dicapai dalam periode 1 tahun. 
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2. Aspek manajemen kinerja bagi keperluan Internal organisasi 

menjadikan LAKIN 2019 sebagai sarana Evaluasi pencapaian kinerja 

oleh manajemen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bagi 

upaya – upaya perbaikan kinerja di masa akan datang. Untuk setiap 

celah kinerja yang ditemukan, manajemen OPD dapat  merumuskan 

strategi pemecahan masalah sehingga capaian kinerja Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat ditingkatkan secara 

berkelanjutan. 

 

1.9.   Sistematika Penulisan 

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIN) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut: 

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, 

dasar hukum, gambaran umum organisasi, tugas dan fungsi, sumber 

daya manusia, Asset, sumber pendanaan, Maksud dan Tujuan 

Penyusunan LAKIN dan Sistematika Penulisan. 

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan Rencana 

Strategis yang berisikan visi Gubernur, tujuan, sasaran dan kebijakan 

pembangunan, Rencana Kinerja Tahunan  dan perjanjian kinerja OPD. 

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengukuran kinerja, 

analisis capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang 

merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik terhadap 

pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2019, dengan mengungkapan 

dan menyajikan hasil pengukuran kinerja. 

Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan 

kinerja instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 dan 

menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja 

dimasa datang.  
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 
 

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja 

Tahunan yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perjanjian Kinerja ini menggambarkan 

capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh setiap OPD di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam suatu tahun tertentu 

dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. 

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka 

intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, 

percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, 

transparan dan akuntabel.  

2.1.  Perencanaan Strategis 

2.1.1 Visi dan Misi 

   Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Nomor 14 Tahun 2017, telah ditetapkan visi, misi dan program 

Gubernur dan Wakil Gubernur kedalam Rencana Pembangunan Daerah 

(RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022.  

   Visi dan Misi Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka 

Belitung adalah “Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di 

Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola 

Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat 

Berbasis Teknologi”. 

   Untuk mewujudkan visi di atas, Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung menetapkan misi sebagai berikut: 

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah. 

2. Mewujudkan infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas. 

3. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal. 

4. Meningkatkan kesehatan masyarakat. 
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5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan 

demokrasi. 

6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup. 

 

Misi Pertama meningkatkan pembangunaan ekonomi berbasis 

potensi daerah. Pernyataan misi ini mengandung makna: 

Pembangunaan ekonomi adalah pembangunan bidang ekonomi yang 

ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakatyang dilihat 

dari pertumbuhaan ekonomi, melalui peningkatan produksi sektor-sektor 

ekonomi berbasis inovasi serta peningkatan konsumsi pemerintah dan 

masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapita masyarakat dan 

pengeluaran pemerintah, peningkatan investasi, serta peningkatan 

ekspor. Berbasis potensi daerah adalah pembangunan daerah dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diprioritaskan kepada peningkatan 

sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan pertambangan 

berkelanjutan, serta industri pengolahan dan perdagangan sesuai 

dengan potensi daerah. 

Misi kedua mewujudkan infrastruktur dan konektifitas daerah 

yang berkualitas. Pernyataan misi ini mengandung makna: infrastruktur 

adalah pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan 

potensi daerah serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas. 

Konektifitas daerah adalah memastikan terhubungnya semua daerah di 

wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga mobilisasi 

penduduk, barang dan jasa semakin cepat, efisien dan berkualitas. 

Misi ketiga meningkatkan sumber daya manusia unggul dan 

handal. Pernyataan misi ini mengandung makna: Sumber daya 

manusia adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauaan Bangka 

Belitung. Unggul dan handal adalah mempunyai tingkat pendidikan 

kompetensi dan daya saing yang baik yang diukur dari Rata-rata lama 

sekolah dan kemampuan bersaing ditengah-tengah pembangunan.  

Misi keempat meningkatkan kesehatan masyarakat. Pernyataan 

misi ini mengandung makna: Kesehataan Masyarakat adalah tingkat 
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kesehatan seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauaan Bangka Belitung 

yang dibangun agar mempunyai derajat kesehataan yang tinggi yang 

diukur dari Angka Usia Harapan Hidup. 

Misi kelima mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan 

pembangunan Demokrasi. Pernyataan misi ini mengandung makna: 

Tata Kelola Pemerintahaan yang baik adalah tata kelola 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi 

yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta 

birokrasi yang memiliki pelayanaan publik yang berkualitas. 

Pembangunaan demokrasi adalah pembangunan yang menitik 

beratkan kepada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan 

partisipasi politik masyarakat serta lembaga demokrasi. 

Misi keenam meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas 

lingkungan hidup. Pernyataan misi ini mengandung makna: 

Pengendalian bencana adalah kemampuan dan kecepatan 

mengendalikanbencana mulai dari sebelum terjadi bencana, saat terjadi 

bencana dan setelah terjadi bencana untuk untuk meminimalisir korban 

bencana dan kerusakan akibat bencana. Kualitas lingkungan hidup 

adalah pembangunaan yang dilakukan melalui pendekatan 

pembangunan yang berkelanjutaan dengan memperhatikan daya 

dukung lingkungan serta ramah terhadap lingkungan, serta upaya 

pemulihan lingkungan yang telah rusak. 

Berdasarkan penelaahan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD 

dan dengan memperhatikan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan 

gubernur Nomor 59 Tahun 2016, maka Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang secara khusus mendukung misi ke-1 yaitu 

Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah, dan misi 

ke-2 yaitu Mewujudkan infrastruktur dan konektifitas daerah yang 

berkualitas. 
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2.1.2. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran dari visi dan misi 

yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai penentu 

keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir, dimana indiktor dan 

target kinerja sebagai tolak ukurnya. berdasarkan keterkaitan antara visi, 

misi, tujuan dan sasaran RPJMD berdasarkan tugas dan fungsi Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , maka tujuan yang ingin dicapai 

sampai dengan tahun 2022 adalah: “Meningkatnya kualitas jaringan 

irigasi”, “Meningkatnya infrastruktur PUPR”, dan Meningkatnya kualitas 

dan kemantapan jalan”.    

 

Tabel 5 
Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan untuk Mencapai Misi 

Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

“Meningkatkan 

Pembangunaan  

Ekonomi 

Berbasis 

Potensi Daerah” 

Meningkatnya 

kualitas jaringan 

irigasi 

Persentase 

layanan jaringan 

irigasi yang 

berkualitas 

Meningkatnya 

luas jaringan 

irigasi 

Persentase luas 

layanan jaringan 

irigasi 

“Meningkatnya 

Infrastruktur dan 

konektivitas 

daerah yang 

berkualitas” 

Meningkatkan 

infrastruktur 

PUPR 

Persentase 

peningkatan 

infrastruktur 

PUPR 

Meningkatnya 

Infrastruktur 

Sumber Daya 

Air 

Persentase 

Sumber Daya 

Air untuk 

Infrastruktur 

   Meningkatnya 

Infrastruktur 

sesuai 

Penataan 

Ruang dan 

Pertanahan 

Persentase 

Penataan 

Ruang dan 

Pertanahan 

untuk 

Infrastruktur 

   Meningkatnya 

Kualitas dan 

Kuantitas 

Infrastruktur 

Persentase 

Pembinaan 

Jasa Konstruksi 

untuk 

Infrastruktur 

   Meningkatnya 

kualitas alat 

berat  untuk 

infrastruktur 

Persentase alat 

berat untuk 

peningkatan 

infrastruktur 
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 Meningkatnya 

kualitas dan 

kemantapan 

jalan 

Persentase 

Jalan yang 

Berkualitas 

danBerkuantitas 

 

penyediaan 

infratsruktur  

jalan 

Persentase 

penyediaan 

infrastruktur 

jalan 

Sumber : Renstra DPUPR 2017 - 2022 

 

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 

tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang 

ditetapkan. Adapun sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 6 

Target Capaian Sasaran Kinerja DPUPR 2017 - 2022 

Sasaran Indikator Sasaran 
Target Kinerja 

I II III IV V 

Meningkatnya luas 

jaringan irigasi 

Persentase luas 

layanan jaringan irigasi 

3,87% 4,20% 4,52% 4,84% 5,16% 

Meningkatnya 

Infrastruktur Sumber 

Daya Air 

Persentase Sumber 

Daya Air untuk 

Infrastruktur 

8% 10% 12% 15% 20% 

Meningkatnya 

Infrastruktur sesuai 

Penataan Ruang 

dan Pertanahan 

Persentase Penataan 

Ruang dan 

Pertanahan untuk 

Infrastruktur 

75% 80% 85% 90% 95% 

Meningkatnya 

Kualitas dan 

Kuantitas 

Infrastruktur 

Persentase 

Pembinaan Jasa 

Konstruksi untuk 

Infrastruktur 

16,67% 33,33% 50% 66,67% 100% 

Meningkatnya 

kualitas alat berat  

untuk infrastruktur 

Persentase alat berat 

untuk peningkatan 

infrastruktur 

40% 60% 80% 100% 100% 

penyediaan 

infratsruktur  jalan 

Persentase 

penyediaan 

infrastruktur jalan 

0 0 20,67% 37,89% 48,23% 

Sumber : Renstra DPUPR 2017 - 2022 
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2.1.3. Strategi dan Kebijakan 

Demi tercapainya tujuan dan sasaran strategis tahun 2017 -2022, telah 

ditetapkan strategi, kebijakan dan program, kegiatan dalam rangka 

mewujukan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi Gubernur 

Kepulauan Bangka Belitung. Adapun rumusan strategi dan kebijakan Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut: 

   

Tabel 7 

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 

 VISI : “Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi 
Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 
yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi” 

Misi I. Meningkatkan pembangunaan  ekonomi berbasis potensi daerah 

Tujuan Sasaran Strategi  Arah Kebijakan 

Meningkatkan 
Kualitas Jaringan 
Irigasi 

Meningkatnya Luas 
Layanan Jaringan 
Irigasi 

Pendayagunaan 
sumber daya air 
untuk 
pemenuhan 
kebutuhan air irigasi 
dan air baku 

1. Peningkatan, 
pemeliharaan 
jaringan irigasi  

 
2. Melaksanakan 

penambahan 
penyediaan air  
baku melalui 
pendayagunaan 
Sumber daya air 

Misi II.Mewujudkan infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas 

Kontribusi 
infrastruktur 
terhadap PDRB 

Meningkatnya  
Infrastruktur 
Sumber Daya Air 

Pendayagunaan 
infrastruktur sumber 
daya air  
 

Melaksanakan 
penambahan 
penyediaan 
infrastruktur Sumber 
daya air 

 Meningkatnya 
Infrastruktur sesuai 
Penataan Ruang 
dan Pertanahan 

1. Penyusunan 
regulasi penataan 
ruang  
 
2. Penyediaan 
Lahan tersertifikasi 
untuk kepentingan 
umum 

Penyusunan RTR 
pada kawasan 
Strategis Provinsi  

 Meningkatnya 
Kualitas dan 
Kuantitas 
Infrastruktur 

Peningkatan 
kapasitas dan 
kualitas sistem, 
sumber daya, dan 
tata kelola dalam 

1.Pelaksana 

sertifikasi tenaga 

konstruksi  
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menghasilkan 
kebijakan dan 
rencana pembinan 
konstruksi agar 
efektif, terintegrasi 
dan berkelanjutan 

2. Pembinaan usaha 

dan kelembagaan 

jasa konstruksi 

 

 Meningkatnya 
kualitas alat berat  
untuk infrastruktur 

Menyelenggarakan 
Peningkatan 
kualitas alat berat 
untuk infrastruktur 

1. Melaksanakan 

pengadaan, 

pemeliharaan dan 

pengawasan alat 

berat 

Meningkatnya 
kualitas dan 
kemantapan jalan 

penyediaan 
infratsruktur  jalan 

Penyelenggaraan 
jalan provinsi dalam 
kondisi mantap 

1. meningkatkan  

Pembangunan / 

Peningkatan dan 

Rehabilitasi/pemelihar

aan Jalan dan 

Jembatan. 

Sumber : Renstra DPUPR 2017 - 2022 

 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dinas pekerjaan umum dan 

penataan ruang menetapkan program dan kegiatan dalam mendukung 

tugas tersebut. Adapun program tersebut terdiri dari : 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

2. Program Kebinamargaan 

3. Program Pengembangan Sumber Daya Air 

4. Program Penataan Ruang dan Pertanahan 

5. Program Pembinaan Jasa Konstruksi 

6. Program Pengawasan dan Peralatan PUPR 

 

2.1.4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja 

Rencana Kinerja Tahunan merupakan rencana kinerja Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang memuat sasaran, 

indikator dan target kinerja yang hendak dicapai sebagai mana 

tercantum dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 8 

Rencana Kinerja Tahunan  2019 

Sasaran Indikator Sasaran Target 

Meningkatnya luas jaringan irigasi Persentase luas layanan jaringan irigasi 4,20% 

Meningkatnya Infrastruktur Sumber 

Daya Air 

Persentase Sumber Daya Air untuk 

Infrastruktur 

10% 

Meningkatnya Infrastruktur sesuai 

Penataan Ruang dan Pertanahan 

Persentase Penataan Ruang dan 

Pertanahan untuk Infrastruktur 

80% 

Meningkatnya Kualitas dan 

Kuantitas Infrastruktur 

Persentase Pembinaan Jasa Konstruksi 

untuk Infrastruktur 

33,33% 

Meningkatnya kualitas alat berat  

untuk infrastruktur 

Persentase alat berat untuk peningkatan 

infrastruktur 

60% 

penyediaan infratsruktur  jalan Persentase penyediaan infrastruktur 

jalan 

0 

Sumber : Renstra DPUPR 2017 - 2022 

 

2.2. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian Kinerja merupakan penetapan kinerja yakni 

lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang 

lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk memenuhi 

target yang telah ditetapkan dengan didukung  oleh program/kegiatan. 

Atau dengan kata lain Perjanjian Kinerja merupakan komitmen dan 

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur 

tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya 

yang tersedia. 

Perjanjian Kinerja bagian dari penjabaran Rencana strategis, 

Rencana Kinerja Tahunan, dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Perjanjian 

kinerja dapat dilihat pada tebal berikut:  

 

Tabel 9 

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 

Sasaran Indikator Sasaran Target 

Meningkatnya luas jaringan irigasi Persentase luas layanan jaringan irigasi 4,20% 

Meningkatnya Infrastruktur Sumber 

Daya Air 

Persentase Sumber Daya Air untuk 

Infrastruktur 

10% 

Meningkatnya Infrastruktur sesuai 

Penataan Ruang dan Pertanahan 

Persentase Penataan Ruang dan 

Pertanahan untuk Infrastruktur 

80% 
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Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas 

Infrastruktur 

Persentase Pembinaan Jasa Konstruksi 

untuk Infrastruktur 

33,33% 

Meningkatnya kualitas alat berat  

untuk infrastruktur 

Persentase alat berat untuk peningkatan 

infrastruktur 

60% 

penyediaan infratsruktur  jalan Persentase penyediaan infrastruktur 

jalan 

0 

Sumber : Renstra DPUPR 2017 - 2022 
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BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA  
 

3.1. Pengukuran kinerja 

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk 

mengukur dan menilai kinerja organisasi perangkat daerah. 

Penilaian dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam 

rangka pengumpulan data kinerja yang akan menggambarkan 

keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan 

sasaean strategis.   

Untuk memudahkan interpertasi atas pencapaian kinerja 

sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut: 

 

Tabel 10 

Skala Nilai Pringkat Kinerja 

No Interval Nilai Realisasi Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja 

1 91≤ 100 Sangat Baik 

2 76 ≤ 90 Tinggi 

3 66 ≤ 75 Sedang 

4 51 ≤ 65 Rendah 

5 ≤ 50 Sangat Rendah 

Sumber : Permendagri Nomor 86 tahun 2017 

Pengukuran kinerja dengan membandingkan realisasi kinerja 

terhadap target kinerja berdasarkan sasaran strategis yang 

telah ditetapkan. Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang dijelaskan pada tebel berikut: 

 

Tabel 11 

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2019 

Sasaran Indikator Sasaran Target Realisasi Capaian Kriteria 

Meningkatnya 

luas jaringan 

irigasi 

Persentase luas 

layanan jaringan 

irigasi 

4,2% 4,58% 109,05% Sangat Baik 
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Meningkatnya 

Infrastruktur 

Sumber Daya Air 

Persentase Sumber 

Daya Air untuk 

Infrastruktur 

10% 6,57% 65,7% Sedang 

Meningkatnya 

Infrastruktur 

sesuai Penataan 

Ruang dan 

Pertanahan 

Persentase 

Penataan Ruang 

dan Pertanahan 

untuk Infrastruktur 

80% 80% 100% Sangat Baik 

Meningkatnya 

Kualitas dan 

Kuantitas 

Infrastruktur 

Persentase 

Pembinaan Jasa 

Konstruksi untuk 

Infrastruktur 

33,33% 73,33% 220% Sangat Baik 

Meningkatnya 

kualitas alat berat  

untuk 

infrastruktur 

Persentase alat 

berat untuk 

peningkatan 

infrastruktur 

60% 40% 66,67% Sedang 

penyediaan 

infratsruktur  jalan 

Persentase 

penyediaan 

infrastruktur jalan 

0% 4,81% 100% Sangat Baik 

 

Berdasarkan tabel di atas, pengukuran terhadap seluruh 

indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 12 

Hasil Pengukuran Kinerja 

Sasaran Jumlah Indikator  
Rata-rata Capaian 

Kinerja 
Kriteria 

Meningkatnya luas 

jaringan irigasi 

1 109,05% Sangat Baik 

Meningkatnya 

Infrastruktur Sumber 

Daya Air 

1 65,7% Sedang 

Meningkatnya 

Infrastruktur sesuai 

Penataan Ruang dan 

Pertanahan 

1 100% Sangat Baik 

Meningkatnya Kualitas 

dan Kuantitas 

Infrastruktur 

1 220% Sangat Baik 

Meningkatnya kualitas 

alat berat  untuk 

infrastruktur 

1 66,67% Sedang 

penyediaan infratsruktur  

jalan 

1 100% Sangat Baik 
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3.2. Analisis Capaian Kinerja 

Sasaran 1 : “Meningkatnya luas jaringan irigasi”. 

Hasil capaian kinerja meningkatnya luas jaringan irigasi adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 13 

Capaian Kinerja Sasaran 1 

Sasaran Indikator Sasaran 
2019 2018 

Target Realisasi Capaian Capaian 

Meningkatnya 

luas jaringan 

irigasi 

Persentase luas 

layanan jaringan 

irigasi 

4,20% 4,58% 109,05% 104,13% 

 

Formulasi yang digunakan untuk menghitung realisasi dari 

target adalah sebagai berikut: 

   

 

 

 = 
   

     
        

 =4,58% 

 

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran 1 di atas tergambar 

bahwa persentase luas layanan jaringan irigasi mendapatkan 

realisasi kinerja 4,58% dari target yang ditetapkan 4,20% 

dengan capaian 109,05%  predikat sangat baik. 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja  

sasaran strategis ke -1 pada tahun 2019 dengan capaian 

109,05%. Jika dibandingkan tahun sebelumnya (tahun 2018) 

terjadi peningkatan capaian sebesar sebesar 4,92%., dimana 

capaian tahun 2018 sebesar 104,13%. 

Faktor pendorong keberhasilan sasaran 1 adalah: 

 Adanya komitmen dan kerja sama yang baik dari pimpinan 

sampai dengan staf dalam mendukung capaian kinerja. 
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  Didukung program dan kegiatan, serta tersedianya 

anggaran untuk mencapai sasaran srategis. 

 

Potensi Hambatan 

 Masih rendahnya pemahaman dalam menerapkan kinerja  

Strategi pemecahan 

 Merubah Menset dan pola pikir ASN dan meningkatkan 

kinerja.   

 

Sasaran 2 : “Meningkatnya infrastruktur sumber daya air” 

Hasil capaian kinerja Meningkatnya infrastruktur sumber daya 

air adalah sebagai berikut: 

Tabel 14 

Capaian Kinerja Sasaran 2 

Sasaran Indikator Sasaran 
2019 2018 

Target Realisasi Capaian Capaian 

Meningkatnya 

infrastruktur 

sumber daya air 

Persentase Sumber 

Daya Air untuk 

Infrastruktur 

10% 6,57% 65,7% 91,88% 

 

Formulasi yang digunakan untuk menghitung realisasi dari 

target adalah sebagai berikut: 

   

 

 

 

  = 
                  

                  
        

  

  = 6,57% 

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran 2 di atas tergambar 

bahwa persentase sumber daya air untuk infrastruktur 

terealisasi 6,57% dari target yang ditetapkan sebesar 10%, 

dengan capaian 65,7% predikat sedang. 
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Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja 

sasaran strategis ke -2  pada tahun 2019 tercapai 65,7% dan 

jika dibandingkan dengan tahun 2018 dengan capaian 91,88%  

terjadi penurunan kinerja. 

Hambatan dalam pencapaian sasaran 2: 

 Terbatasnya anggaran sehingga banyak anggaran bidang 

sumber daya air yang dirasionalisasi. 

 Kurangnya elemen pendukung dalam perencanaan bidang 

sumber daya air. 

 Kurangnya SDM yang menangani terkait perencanaan 

anggaran bidang sumber daya air. 

Strategi pemecahan: 

 Mengusulkan anggaran bidang sumber daya air sesuai 

program prioritas dengan elemen data dan dokumen 

pendukung yang bisa dijadikan dasar dalam 

mempertahankan anggaran yang diusulkan. 

 Membuat database terkait Sumber dya air sebagai bahan 

untuk merencanakan program/kegiatan bidang sumber 

daya air agar lebih terarah. 

 Meningkatkan kualitas SDM untuk perencanaan anggaran, 

program/ kegiatan.   

 

Sasaran 3 : “Meningkatnya infrastruktur sesuai penataan ruang 

dan pertanahan”. 

Hasil capaian kinerja meningkatnya Meningkatnya infrastruktur 

sesuai penataan ruang dan pertanahan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 15 
Capaian Kinerja Sasaran 3 

Sasaran Indikator Sasaran 
2019 2018 

Target Realisasi Capaian Capaian 

Meningkatnya 

infrastruktur 

ssesuai penataan 

ruang dan 

pertanahan 

Persentase 

penataan ruang 

dan pertanahan 

untuk infrastruktur 

80% 80% 100% 100% 

 

Formulasi yang digunakan untuk menghitung realisasi dari 

target adalah sebagai berikut: 

   

 

 

  = 
   

   
        

 

  = 80% 

  

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran 3 di atas 

tergambar bahwa Persentase penataan ruang dan 

pertanahan untuk infrastruktur terealisasi 80% dari target 

yang ditetapkan sebesar 80% dengan capaian 100% predikat 

sangat baik. 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja 

sasaran strategis ke -3 dengan capaian 100%, jika 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2018) masih 

stagnan. 

 Faktor pendorong keberhasilan sasaran 3 adalah: 

 Adanya Komitmen dari pimpinan sampai dengan staf 

terkait pencapaian kinerja sasaran strategis.  

 Pemanfaatan Penataan Ruang sesuai dengan rencana 

struktur ruang yang telah diatur sesuai dengan aturan 

yang berlaku. 
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 Didukung adanya program/kegiatan dan anggaran untuk 

mencapai sasaran srategis. 

 

Potensi Hambatan : 

 Banyaknya pelanggaran-pelanggaran dalam pemanfaatan 

ruang. 

 Kurangnya  sumber daya manusia bidang penataan ruang   

Strategi pemecahan : 

 Memberi sanksi yang berat kepada masyarakat dan 

perusahaan yang melanggar dalam pemanfaatan ruang 

 Mengusulkan permintaan sumber daya manusia untuk 

tenaga teknis bidang penataan ruang.  

 

Sasaran 4 : “Meningkatnya kualitas dan kuantitas 

infrastruktur”. 

Hasil capaian kinerja meningkatnya kualitas dan kuantitas 

infrastruktur adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 16 

Capaian Kinerja Sasaran 4 

Sasaran Indikator Sasaran 
2019 2018 

Target Realisasi Capaian Capaian 

Meningkatnya 

kualitas dan 

kuantitas 

infrastruktur  

Persentase 

pembinaan jasa 

konstruksi untuk 

infrastruktur 

33,33% 73,33% 220% 139,95% 

 

Formulasi yang digunakan untuk menghitung realisasi dari 

target adalah sebagai berikut: 

   

 

 

  = 
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  = 73,33% 

 

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran 4 di atas 

tergambar bahwa Persentase pembinaan jasa konstruksi 

untuk infrastruktur terealisasi 73,33% dari darget yang 

ditetetapkan sebesar 33,33%. 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja 

sasaran strategis ke -4 tercapai 220% dengan predikat sangat 

baik. Jjika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 

(2018) dengan capaian 139,95%, terjadi peningkatan capaian 

kinerja.  

Faktor pendorong keberhasilan sasaran 4 adalah: 

 Adanya kerja sama yang baik antara instansi pemerintah 

DPUPR dengan lembaga jasa konstruksi. 

 Didukung adanya program/kegiatan dan tersedianya 

anggaran untuk mencapai sasaran srategis. 

 Komitmen yang tinggi dalam melaksanakan kegiatan 

dalam mendukung capaian kinerja.   

 

Potensi Hambatan : 

 Minimnya Tenaga ahli yang dimiliki lembaga jasa 

konstruksi. 

 Terbatasnya kuantitas sumber daya manusia bidang jasa 

konstruksi 

 

Strategi pemecahan : 

 Mengadakan pelatihan untuk tenaga ahli konstruksi 

 Mengusulkan permintaan sumber daya manusia untuk 

tenaga teknis bidang jasa konstruksi.  
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Sasaran 5 : “Meningkatnya kualitas alat berat untuk 

infrastruktur”. 

Hasil capaian kinerja meningkatnya kualitas alat berat untuk 

infrastruktur adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 17 

Capaian Kinerja Sasaran 5 

Sasaran Indikator Sasaran 
2019 2018 

Target Realisasi Capaian Capaian 

Meningkatnya 

kualitas alat berat 

untuk 

infrastruktur  

Persentase alat 

berat untuk 

peningkatan 

infrastruktur 

60% 40% 66,67% 100% 

 

Formulasi yang digunakan untuk menghitung realisasi dari 

target adalah sebagai berikut: 

   

 

 

  = 
 

  
        

   

  = 40% 

 

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran 5 di atas 

tergambar bahwa Persentase alat berat untuk infrastruktur 

terealisasi 40% dari target yang ditetapkan 60% dengan 

capaian kinerja 66,67% dengan predikat sedang. 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja 

sasaran strategis ke -5 dapat dilihat dengan capaian kinerja 

66,67% dari, jika dibandingkan dengna capaian kinerja tahun 

2018 tercapai 100% dan terjadi penurunan kinerja. 
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Hambatan dalam pencapaian sasaran : 

 Gagal lelangnya Pengadaan Alat-alat berat menyebabkan 

tidak adanya penambahan alat-alat berat baru. 

 Alat-alat berat yang dimiliki kualitasnya sudah berkurang.  

Strategi pemecahan : 

 Menganggarkan kegiatan pengadaan alat-alat berat pada 

tahun berikutnya. 

 Pemeliharaan alat-alat berat secara rutin sehingga 

kualitasnya tetap baik dan terjaga.  

 

Sasaran 6 : “Meningkatnya penyediaan infrastruktur jalan”. 

Hasil capaian kinerja meningkatnya penyediaan infrastruktur 

jalan adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 18 

Capaian Kinerja Sasaran 6 

Sasaran Indikator Sasaran 
2019 2018 

Target Realisasi Capaian Capaian 

Meningkatnya 

penyediaan 

infrastruktur jalan  

Persentase 

penyediaan 

infrastruktur jalan 

0% 4,81% 100% 100% 

 

Formulasi yang digunakan untuk menghitung realisasi dari 

target adalah sebagai berikut: 

   

 

 

  = 
     

          
        

   

  = 4,81% 

 

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran 6 di atas 

tergambar bahwa Persentase penyediaan infrastruktur jalan 
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mendapatkan terealisasi 4,81% dari target yang ditetapkan 

0% dengan capaian 100% dengan predikat sangat baik. 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja 

sasaran strategis ke -6 telah melebihi target. Capaian kinerja 

tahun 2019 dengan capaian 100%, jika dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya (2018) masih stagnan. 

Faktor pendorong keberhasilan sasaran 6 adalah: 

 Komitmen yang tinggi dari pimpinan sampai dengan staf 

dalam pencapaian indikator sasaran strategis. 

 Didukung adanya program/kegiatan dan tersedianya 

anggaran untuk mencapai sasaran srategis. 

 

Potensi Hambatan : 

 Panjangnya Proses perencanaan jalan baru, dimana 

waktu yang diperlukan sekitar 3 sampai dengan 4 tahun 

mulai dari tahapan studi kelayakan, studi kelayakan, 

amdal/larap dan DED Jalan. 

 

Strategi pemecahan : 

 Tersedianya anggaran untuk kegiatan jalan baru. 

 Mempercepat proses tahapan perencanaan jalan baru. 

 Tersedianya anggaran untuk proses pembebasan lahan.  

 

3.3. Akuntabilitas Keuangan 

3.3.1. Penyerapan Anggaran 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

mendapatkan Anggaran Belanja Langsung untuk 

Pembangunan Daerah sebesar Rp. 312.587.113.000,00. 

Penyerapan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 

298.911.599.139,26 atau 95,32%. Kalau dibandingkan 
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dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 anggaran yang 

terserap Rp. 204.313.254.953,99 atau 97,04%. 

Jika dikaitkan pencapaian kinerja sasaran dengan 

penyerapan anggaran per-sasaran strategis dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini:  

 

Tabel 19 
Realisasi Kinerja dan Anggaran Per-Sasaran Strategis  

Tahun 2019 

Sasaran 
Kinerja Anggaran 

Target Realisasi Target Realisasi 

Meningkatnya 

luas jaringan 

irigasi 

4,20% 4,58% 2.857.414.000 2.770.956.223 

Meningkatnya 

Infrastruktur 

Sumber Daya Air 

 

10% 6,57% 20.545.231.200,00 18.990.861.010,00 

Meningkatnya 

Infrastruktur 

sesuai Penataan 

Ruang dan 

Pertanahan 

80% 80% 1.005.920.000 331.577.828,26 

Meningkatnya 

Kualitas dan 

Kuantitas 

Infrastruktur 

33,33% 73,33% 895.271.200 580.869.004 

Meningkatnya 

kualitas alat berat  

untuk infrastruktur 

60% 40% 1.335.028.000 1.137.913.541 

penyediaan 

infratsruktur  jalan 

0 4,81% 277.332.478.300 269.223.278.289 

 

Tabel 20 
Realisasi BTL dan Belanja Langsung Tahun 2019 

NO NAMA KEGIATAN 
 PAGU 

PERUBAHAN  

Fisik Realisasi Keuangan 

% Rp. % 

A PENDAPATAN (Restribusi Daerah) 500.000.000,00  998.928.000,00 199,79 

B BELANJA  333.205.953.703,00 97,62 317.606.301.428,26 95,32 

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 20.618.840.703,00 100,00 18.694.702.289,00 90,67 

II BELANJA LANGSUNG 312.587.113.000,00 95,24 298.911.599.139,26 95,63 

1 
  

Program Pelayanan Administrasi 
Perkantoran 

11.473.184.300,00 100,00 8.647.099.467,00 75,37 

  
1 Pelayanan Administrasi 

Perkantoran   
5.358.727.300,00 100,00 4.654.617.527,00 86,86 
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2 Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Aparatur 
5.442.099.000,00 100,00 3.426.901.204,00 62,97 

  
3 Peningkatan Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur 
140.000.000,00 100,00 101.516.640,00 72,51 

  
4 Penyusunan Laporan Kinerja dan 

Keuangan Perangkat Daerah 
3.800.000,00 100,00 1.705.750,00 44,89 

  

5 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

528.558.000,00 100,00 462.358.346,00 87,48 

2   Program Kebinamargaan 277.332.478.300,00 95,95 269.223.278.289,00 97,08 

  1 Perencanaan Pembangunan Jalan 3.246.042.300,00 83,33 3.041.866.300,00 93,71 

  2 Pembangunan Jalan 168.130.090.000,00 100,00 167.556.114.553,00 99,66 

  
3 Perencanaan Pembangunan 

Jembatan 
1.166.167.000,00 50,00 951.660.600,00 81,61 

  4 Pembangunan Jembatan 10.073.617.000,00 100,00 10.071.311.300,00 99,98 

  5 Pengadaan Alat-alat Berat 3.681.000.000,00 - - - 

  6 Inspeksi Kondisi jalan 12.000.000,00 100,00 1.988.000,00 16,57 

  7 Inspeksi Kondisi jembatan 12.000.000,00 100,00 497.000,00 4,14 

  
8 Rehabilitasi/Pemeliharaan 

Operasional Jembatan Batu Rusa II 
1.744.160.000,00 100,00 1.059.862.187,00 60,77 

  
9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat 

Ukur dan Bahan Laboratorium 
Kebinamargaan 

101.930.000,00 100,00 101.629.200,00 99,70 

  10  Pembangunan Jalan (DAK) 18.248.419.000,00 100,00 17.707.279.506,00 97,03 

  11 Pemeliharaan Berkala jalan 22.990.370.000,00 100,00 22.981.683.965,00 99,96 

  12 Legar jalan - - -  

  13 Pengadaan Alat-alat Laboratorium 224.301.000,00 100,00 169.906.000,00 75,75 

  14 Pemeliharaan Rutin Jalan 28.443.490.000,00 100,00 26.845.561.981,00 94,38 

  
15 Peningkatan Capaian Kinerja 

Realisasi Bidang Bina Marga 
- - -  

  16 Pemeliharaan Rutin Jembatan 1.374.211.000,00 100,00 1.296.441.182,00 94,34 

  17 Pembangunan Jalan (DAK Reguler) 17.884.681.000,00 100,00 17.437.476.515,00 97,50 

  
        

3 
  

Program Pengembangan Sumber 
Daya Air 

20.545.231.200,00 100,00 18.990.861.010,00 92,43 

  
1 Peningkatan pembersihan dan 

pengerukan sungai/kali banjir 
9.013.932.200,00 100,00 8.728.236.200,00 96,83 

  
2 Pembangunan 

Turap/Talud/Bronjong 
3.420.295.000,00 100,00 3.141.113.431,00 91,84 

  
3  Pemberdayaan Petani Pemakai Air 

  
476.965.000,00 100,00 472.109.000,00 98,98 

  4 Perencanaan Turap/talud/bonjong  300.875.000,00 100,00 269.391.750,00 89,54 

  5 Konservasi Sumber Air  1.047.165.000,00 100,00 966.476.500,00 92,29 

  
6 Pembersihan/rehabilitasi/Normalis

asi/Sungai/kali 
2.782.925.000,00 100,00 2.042.133.700,00 73,38 
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7 Perencanaan Pembangunan 

Jaringan Irigasi dan Rawa 
821.750.000,00 100,00 796.179.676,00 96,89 

  
8 Peningkatan Capaian Kinerja 

Realisasi Bidang Sumber Daya Air 
300.875.000,00 100,00 276.373.530,00 91,86 

  

9 Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)  
 
 
 

2.380.449.000,00 100,00 2.298.847.223,00 96,57 

4   
Program Penataan Ruang dan 
Pertanahan 

1.005.920.000,00 75,50 331.577.828,26 32,96 

  
1 Kajian Peninjauan Kembali RTRW 

Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung 

466.642.000,00 100,00 106.318.000,00 22,78 

  

2 Penyusunan RDTR/RRTR Kawasan 
Strategis Provinsi sesuai RTRW 
Provinsi Kep. Bangka Belitung 

110.200.000,00 2,00 - - 

  
3 Survey Pelanggaran Pemanfaatan 

Ruang dalam RTRW Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 

216.550.000,00 100,00 200.230.788,26 92,46 

  
4 Koordinasi Penyelenggaraan Tata 

Ruang  
212.528.000,00 100,00 25.029.040,00 11,78 

5   
Program Pembinaan Jasa 
Konstruksi 

895.271.200,00 100,00 580.869.004,00 64,88 

  
1 Penyelenggaraan Sistem Informasi 

Jasa Konstruksi Cakupan Daerah 
Provinsi 

144.602.000,00 100,00 80.322.000,00 55,55 

  
2 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga 

Ahli Konstruksi 
750.669.200,00 100,00 500.547.004,00 66,68 

6   
Program Pengawasan dan 
Peralatan PUPR 

1.335.028.000,00 100,00 1.137.913.541,00 85,24 

  
1 Peningkatan Fungsi Pelayanan 

UPTD Pengawasan dan Peralatan 
1.029.788.000,00 100,00 957.989.996,00 93,03 

  
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat 

Berat 
301.747.000,00 100,00 179.923.545,00 59,63 

  
3 Monitoring dan Evaluasi Peralatan 

Workshop 
3.493.000,00 100,00 - - 

 

 

3.3.2. Realisasi Pendapatan 

Pada tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum  dan 

Penataan Ruang ditargetkan untuk menghasilkan pendapatan 

Rp. 500.000.000,-, namun pada pelaksanaannya pendapatan 

yang diperoleh adalah melebihi target yang ditetapkan yaitu 

sebesar Rp. 998.928.000 dengan capaian 199,78%.. 

Target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 
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Tabel 21 

Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2019 
 

No 
Pendapata

n 
2017 2018 2019 

Capaian  Capaian Target Realisasi Capaian  

1 Restribusi 
Pemakaian 
Kekayaan 
Daerah 

78,78% 116,08% 500.000.000 998.928.000 199,78% 

 
 
Berdasarkan tabel di atas terlihat capaian pendapatan 

tahun 2019 terealisasi sebesar Rp. 998.928.000 dengan 

capaian 199,78% terjadi peningkatan jika dibandingan dengan 

Tahun 2018  Rp. 580.387.000,00 (116,08%) dan tahun 2017, 

terealisasi sebesar Rp. 393.908.000 atau 78,78%.  

  

Gambar 4 
Pendapatan 2017 -2019 
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BAB IV 
PENUTUP 
 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bentuk 

pertanggungjawaban dari serangkaian mulai perencanaan, pengukuran 

pencapaian sasaran, analisis dan kinerja dalam rangka pencapaian Visi dan 

Misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung  tahun anggaran 2019.  

Dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok 

perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum yang mempunyai 

fungsi memberikan pelayanan infrastruktur (prasarana umum) kepada 

masyarakat. Agar pelaksanakan tugas dan fungsi optimal maka diperlukan 

pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana dan sarana secara effektif 

dan efisien mungkin. 

Berdasarkan pengukuran terhadap capaian kinerja tahun 2019, dapat 

disimpulkan sebagai berikut :  

1. Sasaran strategis 1,3, dan 4 dengan capaian predikat kinerja sangat baik, 

dan; 

2. Sasaran strategis 2 dan 5 dengan capaian predikat kinerja sedang. 

 


